
 

 
 

TAMBAHAN 
LEMBARAN NEGARA RI 

No.5589 PEMERINTAH DAERAH. Otonomi. Pemilihan. 
Kepala Daerah. Perubahan. (Penjelasan Atas 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 246) 

 
PENJELASAN 

ATAS 
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I. UMUM 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan 
secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam 
pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan 
kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan 
terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi 
dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. 
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II.  PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
 Angka 1 
  Pasal 101 

    Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Dihapus. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”perjanjian 
internasional di Daerah provinsi” dalam 
ketentuan ini adalah perjanjian antara 
Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri 
yang berkaitan dengan kepentingan 
Daerah provinsi.  

Huruf g 
Yang dimaksud dengan ”kerja sama 
internasional” dalam ketentuan ini 
adalah kerja sama antara Pemerintah 
Daerah provinsi dan pihak luar negeri 
yang meliputi kerja sama provinsi 
”kembar”, kerja sama teknik termasuk 
bantuan kemanusiaan, kerja sama 
penerusan pinjaman/hibah, kerja sama 
penyertaan modal, dan kerja sama 
lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-perundangan.  

Huruf h 
Cukup jelas. 
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Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
  Angka 2 

   Pasal 154 
Ayat (1)  

Huruf a  

Cukup jelas.  
Huruf b  

Cukup jelas.  
Huruf c  

Cukup jelas.  
Huruf d  

Dihapus.  

Huruf e 
   Cukup jelas.  

Huruf f  
Yang dimaksud dengan ”perjanjian 
internasional di Daerah 
kabupaten/kota” dalam ketentuan ini 
adalah perjanjian antara Pemerintah 
Pusat dan pihak luar negeri yang 
berkaitan dengan kepentingan Daerah 
kabupaten/kota.  

Huruf g 
Yang dimaksud dengan ”kerja sama 
internasional” dalam ketentuan ini 
adalah kerja sama Daerah antara 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan 
pihak luar negeri yang meliputi kerja 
sama kabupaten/kota ”kembar”, kerja 
sama teknik termasuk bantuan 
kemanusiaan, kerja sama penerusan 
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pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan 
modal, dan kerja sama lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

Huruf h  

Cukup jelas.  
Huruf i  

Cukup jelas.  
Huruf j 

Cukup jelas.  
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal II 
 Cukup jelas. 
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